
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.687, 2018 KEMEN-ATR/BPN. Klasifikasi Arsip.  
 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

KLASIFIKASI ARSIP 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penataan, pengelolaan, 

penyimpanan, penggunaan dan penemuan kembali arsip, 

perlu memberikan tanda pengenal sebagai isi informasi 

dalam naskah berdasarkan sistem tata berkas di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Klasifikasi Arsip di 

Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip; 

  7.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 

Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara; 

  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); 

  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. 

3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara 

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi 

kearsipan. 

4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas arsip. 

5. Jenis Arsip adalah sekelompok berkas yang memiliki 

fungsi yang sama, dari rekaman kegiatan sejak awal 

sampai akhir. 

6. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang yang 

berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian, prosedur 

dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi 

internal instansi. 

7. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan 

dengan fungsi dan tugas sesuai maksud dan tujuan 

instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan 

bagi kehidupan kemasyarakatan. 
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8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi 

vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Menteri. 

10. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 

 

Pasal 2  

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dimaksudkan 

sebagai pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil 

pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian menjadi 

beberapa kategori unit informasi arsip untuk penciptaan, 

penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan 

tepat. 

 

Pasal 3  

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian disusun 

berdasarkan: 

a. klasifikasi fasilitatif; dan 

b. klasifikasi substantif. 

 

Pasal 4  

(1) Ruang lingkup klasifikasi fasilitatif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari klasifikasi 

penunjang yang menyangkut pekerjaan: 

a. pengorganisasian dan tata laksana; 

b. prosedur dan kebijakan instansi; 

c. perencanaan; 

d. keuangan; 
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e. kepegawaian; 

f. pengawasan dan pengendalian; 

g. penelitian dan pengembangan; 

h. pendidikan dan pelatihan; dan 

i. data dan informasi. 

(2) Klasifikasi Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b yaitu klasifikasi yang berkaitan dengan tugas 

pokok sesuai dengan maksud dan tujuan instansi yang 

secara operasional mempunyai kepentingan bagi 

kehidupan kemasyarakatan. 

 

Pasal 5  

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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